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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH ,

bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan  birokrasi di lingkungan  instansi
pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Buton Tengah;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pangan
Kabupaten Buton Tengah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perungang - Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5954);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5563);



110.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 6477);

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

43 /Permentan/OT.010/8/2016 tentang pedoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan
Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan
Kabupaten /Kota;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan  Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12
Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 153).
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PANGAN KABUPATEN BUTON TENGAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

(1)
(2)

(8)

9)

Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah;

Pemerintah Kebupaten adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten Buton Tengah;

Bupati adalah Bupati Buton Tengah;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Buton Tengah;

Dinas adalah Dinas Pangan Kabupaten Buton Tengah:;
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Kabupaten
Buton Tengah;

Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup dinas;

Jabatan Fungsional adalah Sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
dan

Sub Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda
yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta
pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu
satuan kerja

BAB 11
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah kabupaten bidang pangan diwadahi dalam bentuk
Dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan

fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pangan adalah
Pangan



Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam

(2)

(1)

(2)

Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A,

Penentuan tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas
penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang Pangan;

Penentuan intensitas penyelenggaraan fungsi penunjang
urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

Dinas Pangan melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

Dinas Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di
bidang pangan.

Pasal 7

Dinas Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan
pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, cadangan
pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan
keamanan pangan;

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan
pangan, distribusi pangan, kerawanan pangan, cadangan
pangan, konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan
keamanan pangan;

koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di
bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan
pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan,
penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang
ketersediaan pangan, distribusi pangan, kerawanan
pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan,
penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;



€. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, distribusi
pangan, kerawanan pangan,cadangan pangan, konsumsi
pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan
pangan;

f. pelaksaanaan administrasi dinas pangan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan organisasi Dinas Pangan Kabupaten Buton Tengah,
terdiri atas :

Kepala Dinas;

Dinas Pangan;

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;

Bidang Keamanan Pangan;

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pangan Kabupaten Buton
Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan
ini.

-

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam
memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di
bidang pangan serta tugas pembantuan;

Pasal 10

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan sasaran program Dinas Pangan sesuai dengan
peraturan dan petunjuk teknis untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

b. pengelolaan keuangan;

c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas pada para bawahan
sessuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku agar
tugas dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah

tangga dan barang milik Negara;

pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;

penyusunan perencanaan di bidang Pangan;

g. perumusan kebijakan teknis di bidang Pangan;

= D
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h. pengevaluasian serta  pengkoordinasian penyusunan
laporan;

i. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum bidang Pangan;

Jj. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 11

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis
dan administrasi yang meliputi perencanaan , keuangan,
urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan
ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pangan;

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan
perencanaan program dinas;

b. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan
peyusunan anggaran dinas;

c. pelaksanaan wurusan umum, ketatalaksanaan, hukum
kepegawaian, persuratan, rumah tangga, humas dan
protocol serta urusan pendidikan dan pelatihan;

d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Dinas Pangan terdiri atas :
a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
b. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

(1) Subbgian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai uraian tugas
Jabatan sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian sesuai petunjuk teknis agar kegiatan dapat
berjalan dengan baik dan benar;

b. membagi tugas dan mengarahkan bawahan dengan
mendisposisi naskah dinas sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing agar tidak terjadi tumpang
tindih dalam pelaksanaan tugas;



(1)

(2)

<

c. mengelola surat menyurat dan kearsipan berdasarkan

klasifikasinya untuk tertibnya administrasi;

d. mengelola data kepegawaian dan  melaporkan

pelaksanaan kegiatan kepegawaian berdasarkan kinerja
pegawai dalam rangka meningkatkan  efisiensi,
efektifitas dan produktivitas kerja staf sesuai ketentuan
dan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 15

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam
menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan,
membuat  konsep, mengkaji ulang, menganalisis,
menentukan ketersediaan dan kerawanan, pencegahan dan
penanggulangan kerawanan pangan, serta penyusunan
kebijakan teknis pengembangan ketersediaan pangan.
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a.

penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan
pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber
daya pendukung ketahanan pangan lainnya, serta
penanganan kerawanan pangan;

penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah
di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur
pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan
lainnya, serta penanganan kerawanan pangan;

penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah
di bidang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan
pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber
daya pendukung ketahanan pangan lainnya, serta
penanganan kerawanan pangan,

pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang
ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan,
dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya,
serta penanganan kerawanan pangan;

penylapan pemantapan program di bidang ketersediaan
pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber
daya pendukung ketahanan pangan lainnya, serta
penanganan kerawanan pangan;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur
pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan
lainnya, serta penanganan kerawanan pangan;
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h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

Bagian Keempat
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 18

(1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas
dalam melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan,
serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan
evaluasi di bidang distribusi dan harga pangan;

(2) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dipimpin oleh Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1),
menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga
pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga
pangan,

b. penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi
dan harga pangan,;

c. penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang distribusi dan harga pangan;

d. penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan
distribusi dan harga pangan;

e. penylapan bahan pengembangan kelembagaan distribusi
pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap
pangan;

f. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
distribusi pangan;

g. penylapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 20

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.
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Bagian Kelima
Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Pasal 21

(1) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e,
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan
evaluasi di bidang konsumsi dan penganekaragaman
pangan;

(2) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dipimpin
oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan,
pengembangan pangan lokal dan promosi
penganekaragaman konsumsi pangan;

b. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang
konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal dan promosi
penganekaragaman konsumsi pangan;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan,
pengembangan pangan lokal dan promosi
penganekaragaman konsumsi pangan;

d. pendampingan kegiatan di bidang konsumsi pangan,
pengembangan pangan lokal dan promosi
penganekaragaman konsumsi pangan;

e. pemantapan program dan kegiatan di bidang konsumsi
pangan, pengembangan pangan lokal dan promosi
penganekaragaman konsumsi pangan;

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal dan promosi
penganekaragaman konsumsi pangan;

g. pelaksanaan  komunikasi, informasi dan  edukasi
penganekaragaman konsumsi pangan;

h. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian
dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, pengembangan
pangan lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi
pangan;

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.
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Bagian Kelima
Bidang Keamanan Pangan

Pasal 24

(1) Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian
pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang
keamanan pangan.

(2) Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam
pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Bidang Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1),

menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan
pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan
informasi keamanan pangan;

b. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan
pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan,;

c. pelaksanaan kebijjakan di bidang kelembagaan keamanan
pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan
informasi keamanan pangan;

d. pemantapan program dan kegiatan di bidang kelembagaan
keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja
sama dan informasi keamanan pangan;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan
pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;

f. penyusunan program, pengkoordinasian, pengaturan,
pengendalian dan pengevaluasi di bidang kelembagaan
keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, Kkerja
sama dan informasi keamanan pangan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 27

(I) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang
tertentu;
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BAB VII

KET ENTUAN PERALIHAN

al 39
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(2) Kepala UPTD  pada Dinas be'rada% di
bertanggung jawab kepaca Kepala Dinas,

(3) Klasifikasi UPTD pada Dinas te-diri atas :

ahi beban kerja yansg besar

a. UPTD Kelas A untuk mewad b, jam s

dengan jumlah beban kerja 10.000 atau leb
efektif per tahun; dan

b. UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kegﬁ
dengan jumlah beban kerja antara 5.000 sampai deng
kurang dari 10.000 jam kerja efektif per tahun.

(4) Pembentukan UPTD sebagaimena dimaksud pada ayat (1)
ditetepkan dengan Perawran Bupati setelah
dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, UPTD teta
melaksanakan tugasnya samapai dengan Peraturan Bupa
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerj
UPTD yang baru diundangkan

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakuka
kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masin;
masing berdasarkan ketentuan peraturan perundan
undangan.

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dala
Pasal 13 huruf b, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23 dan Pasal 2
terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yag terbagi dala
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidar
keahliannya;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pac
ayat (1) dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsion
§esuaj dengan ruang lingkup bidang tugas dan fung
jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing;

(3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat |
membantu  pimpinan dalam  penyusunan rencan
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluas
serta pelappran pada satu kelompok subtansi pada masin
masing uraian tugas,

(4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) da
ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian at:
usulan pejabat yang berwenang;

(5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pac
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatz
dan analisi beban kerja;

(6) Ketentgan mengenai pembagian tugas sub-koordinat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetepkan oleh Bupat
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